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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memeberikan saran-

saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti dikemudian hari. 

6.1 Kesimpulan  

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Pengawasan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam 

Pendistribusian Gas LPG 3 KG di Kecamatan Tinggi Kabupaten Kepulauan 

Meranti adalah sebagai berikut : 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara jelas 

terlihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan 

Meranti masih belum secara menyeluruh mengawasi ketetapan harga eceran 

tertinggi gas LPG 3 Kg kepada seluruh agen dan penyalur gas LPG 3 Kg, 

hal ini terbukti dengan masih ditemukannya beberapa penyalur gas LPG 3 

Kg yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti 

yang menjual gas LPG 3 Kg diatas harga yang telah di tetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar Rp 24.300,- tapi 

pada kenyataannya masih ada agen atau penyalur yang menjual dengan 

harga yang lebih tinggi dari harga yang telah di tetapkan. Dapat diketahui 

bahwa harga yang telah di tetapkan sangat berbeda jauh dengan harga 
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distributor atau harga jual yang di lakukan agen atau penyalur gas LPG 3 Kg 

di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana 

harga yang telah di tetapkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 

adalah harga yang telah di tetapkan berdasarkan Peraturan Bupati 

Kepulauan Meranti Nomor 47/HK/KPTS/2014 Tentang Penetapan Harga 

Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Kepulauan Meranti 

dengan harga Rp. 24.300,- yang mana harga ini sangat berbeda jauh dengan 

harga jual yang di lakukan agen atau penyalur yang mana LPG 3 Kg 

tersebut di jual dengan harga mulai dari Rp. 26.000,- sampai dengan harga 

Rp. 30.000. 

2. Kemudian dalam hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti sudah 

melakukan sosialisasi mengenai prosedur atau tata cara pendistribusian gas 

LPG 3 Kg setiap tahunnya, hanya saja masyarakat dan agen yang acuh tak 

acuh dan tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana 

dalam sosialisasi yang di lakukan pemerintah hanya di hadiri oleh beberapa 

agen dan masyarakat saja, padahal yang di harapkan semua agen dan 

keterwakilan masyarakat itu ikut menghadiri undangan dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan 

kondisi diatas dapat diambil garis besarnya bahwa kurang maksimalnya 

proses sosialisasi tersebut sehingga masih banyaknya kendala-kendala 

dilapangan. 
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3. Dari hasil wawancara penulis dapat di simpulkan bahwa dalam keamanan 

distribusi gas LPG 3 Kg, sudah dilakukan pengawasan seperti pengawasan 

peredaran tabung gas LPG 3 Kg dan juga pengecekan langsung ke lapangan 

terkait semua peralatan yang ada yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana sudah sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan, mulai dari SPBG sampai ke penyalur 

gas LPG 3 Kg, bahkan sampai mengecek langsung ke lokasi. 

4. Selanjutnya dari hasil wawancara penulis menganalisis bahwa 

penyalahgunaan yang tejadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Kepulauan Meranti, seperti melakukan penjualan gas di luar Kabupaten, 

Karena masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam 

pendistribusian gas LPG 3 Kg ini di karenakan masih terbatasnya sumber 

daya manusia sehingga terjadinya kesulitan dalam melakukan pengawasan 

langsung untuk melihat semua agen ataupun penyalur dalam pendistribusian 

gas LPG 3 Kg yang dilakukan, tapi disini pemerintah akan berusaha untuk 

meningkatkan pengawasan untuk ke depannya, agar tidak terjadi lagi 

penyalahgunaan gas LPG 3 Kg seperti ini, dan pemerintahpun sudah  

menegaskan bahwa jika di temukan penyalahgunaan serta kesalahan fatal 

yang dilakukan penyalur maka pemerintah akan memberikan peringatan 

beserta sanksi nantinya. 

5. Dapat disimpulkan bahwa jika terdapat penyalur yang melakukan 

penyimpangan seperti melakukan penyalahgunaan dalam pendistribusian 

gas LPG 3 Kg, maka akan di berikan sanksi sesuai peraturan yang telah di 
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tetapkan. Yang mana peraturan tersebut berupa Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 Tentang 

Penyediaan dan Pendistribusian LPG, yang mana jika penyalur melakukan 

kesalahan terhadap penyalahgunaan gas LPG  Kg, maka akan di berikan 

sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan serta pencabutan 

izin usaha. Jika masih terdapat penyalur yang melakukan penyimpangan 

seperti penyalahgunaan dan kesalahan fatal lainnya maka pemerintah akan 

bertindak tegas dengan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha, 

namun kondisi yang terjadi dilapangan sampai saat ini hanyalah teguran saja 

tidak adanya tindakan surat pengingatan satu, dua, dan tiga bahkan 

pencabutan izin usaha. Oleh sebab itulah masih banyaknya para agen 

penyaluran yang melakukan tindakan penjualan diatas harga yang telah 

ditetapkan, sehingga hal tersebut sampai sekarang pun masih saja terjadi. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 

KG di Kecamatan Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut : 

1.  Penulis menyarankan agar pihak Pemerintah Daerah ataupun Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti lebih 

gencar lagi dalam melakukan sosialisasi kepada agen dan pangkalan 

atupun masyarakat yang bersangkutan, agar proses penyaluran Gas LPG 3 

Kg berjalan ssuai prosedur. 
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2.  Penulis menyarakan agar pihak Pemerintah Daerah ataupun Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti lebih 

memperkuat koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Kepulauan Meranti kepada agen dan pangkalan serta 

masyarakat untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. 

3.  Penulis menyarankan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Kepulauan Meranti lebih tegas lagi terhadap pihak-pihak yang 

melanggar sanksi, jika terbukti melanggar sanksi sebaiknya langsung 

ditindak lanjuti agar keberlangsungan penyaluran Gas LPG 3 Kg tertib 

administrasi dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

 


